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ABSTRACT

BPHTB is a type of regional tax that has the potential to increase PAD which is
collected based on self assessment with the NPOP as a basis of imposition. However, if the
value of NPOP is unknown or its smaller than the NJOP, the basis for imposing BPHTB is
NJOP. Pebayuran District, Bekasi Regency is one of the areas that has a lower NJOP value
than the land market value and ZNT. Therefore, this research is aims to determine the
comparison of BPHTB revenue potentials in Pebayuran District and to find out which has
greater potential as a basis for BPHTB to be used as advice to the Bekasi Regency
government in making policies to determine the basis for imposing BPHTB. The method used
in this research is a combination of quantitative and qualitative methods. The results of this
research show that the potential for BPHTB revenue using ZNT has increased by 54.49%
compared to NJOP and 53.81% increased compared to land market value. The BPHTB
revenues potential based on ZNT in Pebayuran District has the highest average value, which
is Rp. 28.165.903. Therefore, the ZNT value can be used as a basis for imposing BPHTB for
condition of land market value/transaction prices on NPOP is unknown or lower than NJOP.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya untuk meningkatan
pemasukan daerah dengan mendukung adanya suatu pembangunan, maka Pemerintah
Daerah melakukan berbagai upaya melalui peningkatan pemasukan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Menurut Safira & Yafiz (2022), PAD dapat diartikan sebagai sumber
penerimaan yang berperan dalam pembangunan pada suatu daerah agar menjadi lebih
maju. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
disebutkan bahwa setiap orang perseorangan atau badan hukum diwajibkan oleh undang-
undang untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk pajak daerah,
yang ketentuannya tidak menerima imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk
kebutuhan daerah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

BPHTB merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang berperan cukup besar bagi
peningkatan PAD karena dengan adanya pengelolaan dan perolehan BPHTB yang besar,
maka dapat meningkatkan pula pemasukan PAD (Sumardianto dkk., 2022). Hal tersebut
dikarenakan dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa BPHTB
merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan wajib
pajaknya sendiri. Berdasarkan peraturan tersebut dapat terlihat bahwa BPHTB
merupakan sumber pemasukan yang cukup besar sebagai sumber dana pendapatan
daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa BPHTB yaitu salah satu jenis pajak yang dipungut
berdasarkan sistem self assesment yang didapatkan dari hasil perhitungan tarif BPHTB
dikali dengan dasar pengenaan BPHTB dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NPOPTKP) yang bersumber dari pajak yang diperoleh oleh penerima hak
atas tanah dan atau bangunan yang wajib dibayarkan kepada negara. Berdasarkan hal

tersebut, artinya pengenaan BPHTB diberlakukan kepada setiap pihak pembeli atau
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penerima hak atas tanah dan atau bangunan untuk setiap kejadian perolehan hak atas
tanah.

Adapun dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa
dasar pengenaan BPHTB yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Namun, pada Pasal
46 Ayat (3) dalam peraturan tersebut juga dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam hal NPOP
tidak diketahui nilainya atau lebih kecil dari NJOP, maka dasar pengenaan BPHTB yang
digunakan yaitu NJOP. Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa dalam
perolehannya BPHTB selalu menggunakan dasar pengenaan yang lebih optimal.
Berdasarkan hal tersebut, apabila NPOP yang digunakan memiliki nilai yang sangat
rendah sebagai dasar penetapan BPHTB, maka hal tersebut dapat menyebabkan
terjadinya kerugian bagi pemasukan pemerintah daerah karena akan memicu hilangnya
potensi penerimaan pajak dari sektor BPHTB (Dewi, 2016). Oleh karena itu, BPHTB
menjadi sangat penting bagi pemasukan dan peningkatan PAD, karena dengan adanya
penerimaan BPHTB artinya Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan potensi-
potensi sumber daya yang berupa tanah dan atau bangunan sekaligus memanfaatkannya
sebagai sumber pemasukan pajak daerah.

Selain itu, pada kenyataannya saat ini NJOP yang berlaku pada suatu daerah juga
seringkali memiliki nilai yang jauh lebih rendah dari harga aktual di pasaran sehingga hal
tersebut berpengaruh pula pada pendapatan daerah dari sektor pajak penerimaan BPHTB
(Zainal S dkk., 2021). Hal ini dapat disebabkan oleh kegunaan dari NJOP yang pada
prinsipnya digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sehingga memiliki nilai yang sudah sewajarnya lebih rendah dari harga pasar serta hal ini
juga dapat dipicu oleh adanya ketidaksesuaian penetapan NJOP pada suatu daerah karena
tidak selalu dilakukan pembaharuan secara berkala sehingga seringkali memiliki nilai
yang lebih rendah dari Zona Nilai Tanah (ZNT) dan harga aktual di pasar. Pada
prinsipnya, NJOP, ZNT, maupun Harga Pasar ketiganya memiliki keterkaitan karena
memiliki peran sebagai nilai yang menggambarkan ukuran suatu tanah yang diperoleh
berdasarkan harga rata-rata dari transaksi jual beli yang dilakukan.

Kecamatan Pebayuran di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah yang
baru saja dilakukan updating nilai ZNT pada tahun 2023 oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi melalui hasil survei lapangan. Berdasarkan hasil survei oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Bekasi (2023), didapatkan bahwa NJOP yang ada di kecamatan
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tersebut memiliki nilai yang lebih rendah dari Harga Pasar maupun ZNT. Padahal,
seharusnya NJOP yang dianggap sebagai alternatif NPOP ini dapat dijadikan sebagai
potensi optimalisasi pemasukan PAD dari sektor BPHTB. Oleh karena itu, dalam hal ini
dilakukannya perhitungan perbedaan potensi penerimaan BPHTB di Kecamatan
Pebayuran yang didasarkan dari perhitungan menggunakan NJOP, ZNT, dan Harga Pasar
untuk dapat mengetahui potensi penerimaan BPHTB yang lebih besar dalam perhitungan
penerimaan pajak daerah di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa
Barat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui harga tanah yang relatif lebih adil bagi pembeli
maupun pemilik tanah serta dapat sejalan dengan kenaikan penerimaan PAD di sektor
BPHTB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian yang berjudul “Analisis
Potensi Penerimaan BPHTB Berdasarkan NJOP, ZNT, dan Harga Pasar di
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat” ini penting untuk
dilakukan agar dapat mengetahui besarnya potensi peningkatan PAD di Kecamatan
Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai saran terhadap
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam mengambil kebijakan pada penentuan
BPHTB.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam Skripsi ini
yaitu:
1. Berapa besar potensi penerimaan BPHTB yang dihitung berdasarkan NJOP, ZNT,
dan Harga Pasar di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat?
2. Mana yang memiliki potensi lebih besar sebagai dasar pengenaan BPHTB pada
penerimaan PAD jika penerimaannya didasarkan pada NJOP, ZNT, dan Harga Pasar

di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat?

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah pada penelitian ini dilakukan peneliti agar
pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan juga untuk mempermudah peneliti
dalam pencarian dan pengumpulan data. Batasan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu terkait perbandingan nilai dari NJOP, ZNT, dan Harga Pasar yang

digunakan sebagai dasar penerimaan BPHTB.



D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya
penelitian ini yaitu untuk:
1. Mengetahui berapa besar potensi penerimaan BPHTB yang dihitung berdasarkan
NJOP, ZNT, dan Harga Pasar di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi
Jawa Barat.
2. Mengetahui mana yang memiliki potensi lebih besar sebagai dasar pengenaan
BPHTB pada penerimaan PAD jika penerimaannya didasarkan pada NJOP, ZNT,

dan Harga Pasar di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

E. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat ilmiah
a. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk melakukan penelitian terkait
penerimaan BPHTB.
b. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk mengetahui potensi peningkatan
PAD.
2. Manfaat sosial
a. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi terkait nilai BPHTB kepada masyarakat.
b. Dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait potensi peningkatan
PAD kepada masyarakat.
3. Manfaat praktis
a. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi berupa nilai dari BPHTB yang diperoleh
berdasarkan NJOP, ZNT, dan Harga Pasar.
b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring untuk pembaharuan penentuan
nilai BPHTB bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
c. Dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk Pemerintah
Daerah Kabupaten Bekasi dalam mengambil kebijakan terkait penetapan BPHTB.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potensi penerimaan BPHTB menggunakan ZNT dibandingkan NJOP memiliki
peningkatan 54.49% sedangkan potensi penerimaan BPHTB menggunakan ZNT
dibandingkan Harga Pasar yaitu memiliki peningkatan 53.81%.

2. Jumlah rata-rata harga pasar di Kecamatan Pebayuran memiliki perbedaan yang tidak
terlalu signifikan dengan nilai NJOP yang disebabkan oleh adanya kecenderungan
pelaporan NPOP yang tidak sesuai sehingga nilai NJOP dan harga pasar di kecamatan
tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan serta masih terdapat beberapa
harga pasar yang nilainya di bawah NJOP. Oleh karena itu, potensi penerimaan
BPHTB berdasarkan ZNT di Kecamatan Pebayuran memiliki nilai rata-rata paling

tinggi yaitu sebesar Rp. 28.165.903.

B. Saran

1. Dasar pengenaan BPHTB tidak hanya mengacu pada NPOP dan NJOP saja,
melainkan dapat menggunakan ZNT juga karena pada prinsipnya ZNT merupakan
produk nilai tanah yang selalu dilakukan survei secara berkala dan juga sudah banyak
digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan transaksi jual-beli atau dalam
kegiatan layanan pertanahan lainnya.

2. Selain perlu melakukan updating/pembaharuan nilai NJOP sebagai alternatif dari
NPOP, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat menjadikan nilai ZNT sebagai
dasar pengenaan BPHTB untuk kondisi harga pasar/harga transaksi pada NPOP yang
tidak diketahui nilainya atau lebih rendah dari NJOP agar dapat meningkatkan
potensi penerimaan PAD di sektor BPHTB.
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